BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Peran klarifikasi yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana
Peran Klarifikasi yang membuat tidak terpenuhi unsur pidana memang
sangat signifikan terhadap keputusan tindak pidana pada kedua kasus tersebut.
Saksi ahli Siber yang menyatakan bahwa kasus yang menimpa Dimas
Muhamad Pamungkas tidak memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal yang
dipersangkakan. Perkara kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga
dikeluarkan Surat Pemberutahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) karena
tidak terpenuhinya unsur - unsur pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45
ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang —
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hanya saja terdapat perbedaan dari kedua kasus ini, karena peran dari
permintaan maaf (klarifikasi) yang dilakukan di media sosial membuat kasus
Dimas Muhammad Pamungkas menghilangkan unsur tindak pidananya.
Sedangkan hal ini tidak terjadi kepada | Gede Aryastina alias Jerinx walaupun
dia sudah melakukan hal yang sama seperti Dimas Muhammad Pamungkas
dengan melakukan klarifikasi dalam media sosial pribadinya serta meminta
maaf kepada ID1 (Ikatan Dokter Indonesia). Akan tetapi proses hukumnya tetap

berlanjut yang seharusnya tidak perlu dilanjutkan karena | Gede Aryastina alias
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Jerinx sudah melakukan perdamaian dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) serta
dari pihak IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sendiri sudah menerima permintaan
maaf tersebut. Maka dari itu, sederhananya jika | Gede Aryastina alias Jerinx
diproses hukum lebih lanjut maka Dimas Muhammad juga seharusnya diproses

secara hukum lebih lanjut

. Penerapan hukum dalam kedua kasus tersebut dan penyesuaiannya

dengan hukum yang berlaku di Indonesia

Penerapan Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku tindak pidana
ujaran kebencian pada Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Nomor
828/Pid.Sus/2020/PN.Dps sudah berdasarkan fakta hukum dimana kedua
pelaku tersebut memang benar telah melakukan ujaran kebencian dan
pencemaran nama baik, akan tetapi untuk kasus Dimas Muhamad Pamungkas
tidak berlanjut atau SP3 karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat
pada Pasal yang dipersangkakan. Sedangkan | Gede Aryastina proses
hukumnya tetap berlanjut padahal sudah melakukan permintaan maaf
(klarifikasi) dalam media sosialnya. Maka dari itu, Penjatuhan tindak pidana
terhadap |1 Gede Aryastina mengenai ujaran kebencian dalam putusannya yaitu
pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) yang tentunya tidak adil bagi | Gede Aryastina. Jika berlanjut maka
seharusnya kasus Dimas Muhamad Pamungkas pun harus berlanjut proses

hukumnya sesuai dengan penerapan hukum positif di Indonesia.
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B. SARAN

1. Diharapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ujaran kebencian dan
pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui
mediasi. Oleh karena itu, jika terdapat kasus yang sama di kemudian hari
penyelesaian perkara ini tidak perlu melakukan penahanan jika tersangka telah
meminta maaf agar diberi ruang untuk mediasi sesuai dengan Surat Edaran
Kapolri nomor : SE / 2/ 11 / 2021, tanggal 19 Februari Tahun 2021. Langkah
mediasi merupakan langkah yang dapat menjadi opsi untuk penyelesaian
perkara pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dimana disini
pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam memperbaiki keadaan menjadi
lebih baik. Mediasi ini melestarikan perdamaian dan berperan untuk menjaga
ketertiban umum dengan mengedepankan saling memaafkan satu sama lain.

2. Diharapkan selanjutnya penerapan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana
kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tidak
perlu dihukum cukup dengan mengedepankan restorative justice. Karena
tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan itu sendiri yang dianut berdasarkan
KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan
kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan falsafah Pancasila dan agama

masing-masing agar rasa keadilan bagi masyarakat dapat tercapai.
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